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INTISARI 

Judul Skripsi Penulis adalah: Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit 

Umum Daerah (Studi Kasus RSUD Dr.Harjono Kabupaten Ponorogo). 

Rumusan masalah yang penulis kaji adalah 1). Mengapa Pengadilan Negeri 

Menjatuhkan Putusan bebas  tetapi dibatalkan Mahkama Agung dengan putusan 

pemidanaan? 2). Mengapa putusan Mahkama Agung dalam tingkat Kasasi 

menjatuhkan pemidanaan tetapi Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan 

bebas?. Tujuan yang ingin Penulis kaji adalah: 1). Untuk mengetahui alasan 

Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas tetapi dibatalkan Mahkama Agung 

dengan menjatuhkan putusan pemidanaan. 2). Untuk mengetahui alasan putusan 

Mahkama Agung dalam tingkat Kasasi menjatuhkan pemidanaan tetapi Hakim 

Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas. Sifat penelitian adalah deskriptif 

dan Jenis penelitian adalah penelitian normatif. Variabel bebas yakni : Pengadilan 

Negeri menjatukan putusan bebas tetapi dibatalkan Mahkamah Agung dengan 

putusan pemidanan serta putusan Mahkamah Agung menjatuhkan pemidanan 

tetapi Hakim Peninjauan Kembali menjatukan putusan bebas dan Variabel Terikat 

dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan terhadap Terdakwa tindak pidana 

korupsi pembangunan RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo. Pengumpulan 

data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen  atau bahan pustaka, 

Analisis Data yang digunakan adalah menggunakan analisis secara kualitatif yaitu 

analisis yang bersifat deskriptif. 

 Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan maka alasan 

Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas karena: 1).Tidak memenuhi unsur 

melawan hukum dalam dakwaan primair; dan 2).Tidak memenuhi unsur 

menyalahgunakan kewenangan dalam dakwaan subsidair. Kemudian alasan 

Mahkamah Agung Tingkat Kasasi membatalkan karena: 1).Pengadilan Negeri 

salah menerapkan hukum; 2).Perbuatan terdakwa terbukti atau memenuhi unsur 

dalam dakwaan primair. Selanjutnya ditemukan alasan Mahkamah Agung tingkat 

Peninjauan Kembali membatalkan putusan Kasasi dan membebasakan Terpidana 

karena 1).Majelis Hakim Mahkamah Agung tingkat Kasasi salah menerapkan 

hukum dan 2).Perbuatan Terpidana tidak terbukti atau memenuhi unsur dalam 

dakwaan Penuntut umum. Adapun saran yang diberikan yaitu : 1). Pemeriksaan 

yang dilakukan oleh Hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri atau Mahkamah 

Agung diharpkan lebih cermat dalam memperhatikan fakta-fakta persidangan, 

sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meberikan putusan atau menerapkan hukum; 

dan 2).Hakim Pengadilan Kasasi dalam menerapkan hukum diharapkan lebih 

cermat memperhatikan dengan baik dalam menghubungkan fakta hukum dengan 

unsur-unsur yang terdapat dalam pasal dakwaan. 
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